
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor 503/KEP.70-DPMPTSP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan
investasi di Kabupaten Majalengka serta untuk
meningkatkan pelayanan perizinan yang aman,
transparan, efisien, ekonomis dan tepat waktu, perlu
dibentuk tim teknis perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan KabupatenjKota dan Pasal 10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu membentuk
Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah ..... 3
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Pedornan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nornor 2
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2012 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka dengan susunan person alia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA..... 4
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Perizinan yang dibahas oleh Tim Teknis adalah penzlnan
bersifat strategis dan/atau memerlukan izin lingkungan.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan teknis
perizinan, peninjauan lapangan dan memberikan
saran/kajian sesuai dengan bidangnya masing-masing;

b. Menyusun kajian/ rekomendasi hasil pemeriksaan berkas
dan peninjauan lapangan, yang dituangkan dalam Berita
Acara untuk dijadikan dasar pertimbangan penerbitan
perizinan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;

c. Mengkoordinasikan dan/ atau memfasilitasi proses kajian
teknis dan administrasi usulan pemanfaatan ruang
kepada Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah
(TKPRD) Kabupaten Majalengka apabila kebutuhan
penamanam modal belum terakomodir dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW)guna percepatan, ketepatan
dan kemudahan dalam berinvestasi;

d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Kajian
Teknis yang bersifat mengikat;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Majalengka Nomor 570/KEP.681-DPMPTSP/2019
tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari tenyata terdapat
kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 08 Januari 2020

BUPATIMAJALENGKA

~KARNA SOBAHI
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KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA
Nomor 503jKEP.70-DPMPTSPj2020
Tangga1 08 Januari 2020
Tentang PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATENMAJALENGKA.

SUSUNANPERSONALIATIMTEKNISPERIZINANPADADINASPENANAMAN
MODALDANPELAYANANTERPADUSATUPINTU

KABUPATENMAJALENGKA

a. Pembina

b. Waki1Pembina

e. Pengarah

d. Tim Teknis Perizinan

1. Ketua

2. Sekretaris

3. Anggota

Bupati Maja1engka.

Waki1Bupati Majalengka.

Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Majalengka;
b) Kepala Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah,

Pene1itian dan Pengembangan Kabupaten
Majalengka;

e) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Majalengka;

d) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Majalengka;

e) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;

f) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka;

g) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Keeil Menengah Kabupaten Majalengka;

h) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Majalengka;

i) Kepa1a Satuan Po1isi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Majalengka;

j) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

k) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Majalengka;

1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Majalengka;

m) Kepala Dinas ..... 6
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Pelaksanaan
Penanaman
Modal dan
Kabupaten

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Majalengka;
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan
Promosi Penanaman Modal pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Majalengka;

p) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang
dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka;

q) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Majalengka;

Kepala Bidang Pengendalian
Penanaman Modal dan Informasi
Modal pada Dinas Penanaman
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Majalengka.

r)

m)

n)

0)

4. Pelaksana
Teknis

a) Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman
Modal pada Bidang Perencanaan, Pengembangan
dan Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka;

b) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal pada Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Majalengka;

c) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Infrastruktur dan Perdagangan pada
Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka;

d) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Ekonomi pada Bidang Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Sosial dan
Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;

e) Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal
pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman
Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Pelaksana Administrasi ..... 7
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a) Penyusun Rencana Promosi dan KeIjasama pada
Seksi Promosi dan KeIjasama Penanaman Modal
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka;

b) Pengelola Data Pengembangan Investasi pada
Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal Bidang Perencanaan,
Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

BUPATIMAJALENGKA

~KARNA SOBARI
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